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ABSTRAK:

bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati sebagai
anugerah dari Tuhan yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara lestari sehingga dapat
meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupan masyarakat sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumber daya alam
hayati yang berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan
dilindungi kelestariannya;

bahwa penyelenggaraan karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, terutama
laju arus perdagangan antarnegara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan
internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan,
produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan
pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan
satwa langka

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, lkan dan
Tumbuhan adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penyelenggaraan Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan dilaksanakan dalam satu sistem dengan
berdasarkan asas kedaulatan, keadilan, pelindungan, keamanan nasional, keilmuan, keperluan,
dampak minimal, transparansi, keterpaduan, pengakuan, nondiskriminasi, dan kelestarian.

Penyelenggaraan Karantina mencakup pengaturan Pemasukan, Pengeluaran, dan Transit Media
Pembawa, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa
Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta kelembagaan yang menjamin terselenggaranya
Karantina. Lingkup pengaturannya meliputi penyelenggaraan Karantina Hewan, lkan, dan
Tumbuhan; penetapan jenis HPHK, HPIK, dan OPTK, dan Media Pembawa; pelaksanaan tindakan
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan; pengawasan dan pengendalian Keamanan Pangan dan
Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif,
Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka; Kawasan Karantina;
Ketertelusuran; sistem informasi Karantina; jasa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; fungsi
intelijen, kepolisian khusus, dan penyidikan; kerja sama perkarantinaan; dan pendanaan.
CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3482)
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